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BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan pada BAB II, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa  pertanggungjawaban pidana bagi pengedar obat kesehatan tanpa izin 

yaitu mendapatkan sanksi Pidana dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan pada Pasal 196 yang mengacu pada Pasal 98 dan 

Pasal 197 mengacu pada Pasal 106 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan, Sedangkan sanksi yang ada didalam Pasal 63 Peraturan 

Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 

tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat ialah sanksi Administrasi 

bagi pelanggar ketentuan yang ada didalam Peraturan Kepala Badan POM 

diatas.  

B. SARAN 

Perlu adanya sosialisasi Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan 

Makanan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana 

Registrasi Obat bahwa sanksi kepada pengedar obat tanpa izin  tidak 

digunakan lagi, tetapi menggunakan sanksi yang diatur dalam Undang-

undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehata 
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